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BAB IV 

ANALISIS PENDAPAT K. H. AHMAD MAKKY TENTANG  

BUNGA BANK 

 

Penulis berkeyakinan bahwa tidak satupun ulama yang mengharamkan 

riba sebagaimana yang dimaksud Allah dan Rasul-Nya dalam nash yang ada 

dalam Alquran dan sunnah. Namun ketika makna riba tersebut disematkan kepada 

bunga bank, maka tidak boleh ada intervensi dengan mengatakan bahwa bunga 

bank adalah haram dengan kesepakatan seluruh ulama. Karena menurut penulis 

bunga bank adalah persoalan fikih yang berbeda dengan nash yang disebutkan 

secara tegas dalam kedua sumber hukum tersebut. Pada zaman Rasulullah, tidak 

ada konsep bank seperti yang saat ini ada, sehingga mengqiyaskan definisi bunga 

bank dengan definisi riba adalah kesimpulan yang tidak tepat. Selain juga bahwa 

banyak ulama yang ahli di dalam bidangnya masih berbeda dalam menentukan 

hokum bunga bank. Dalam organisasi keagamaan sendiri, NU, Muhammadiyah, 

Persis, dan lainnya tidak ada ijmak tentang keharaman bunga bank. Memang 

benar ada ijmak terhadap hokum riba adalah haram, namun tidak benar ada ijmak 

terhadap hokum bunga bank. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menerima dan 

menyalurkan dana. Penerimaan dana masyarakat selalu dihubungkan dengan 

penyalurannya kepada orang atau lembaga yang memerlukan dana itu. Besarnya 

bunga yang diberikan oleh bank kepada investor disesuaikan dengan bunga yang 

diberikan kepada nasabah bank. Selisih antara bunga yang diberikan kepada 
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investor dan bunga yang dikenakan kepada peminjam merupakan keuntungan 

bank itu sendiri. Biasanya bank hanya memberikan kredit kepada orang atau 

lembaga yang diduga kuat dapat mengembangkan usahanya yang bersifat 

produktif.
1
 

Dalam dataran pemikiran tersebut baik NU dan Muhammadiyah sepakat 

bahwa riba hukumnya haram karena nash sudah jelas, tetapi kedua organisasi 

tersebut masih berbeda pendapat dalam melihat hukum bunga bank karena pada 

dasarnya al-Qur‟an dan al-Hadits yang tegas tentang pelarangan bunga bank tidak 

ada. Untuk menganalisis pernyataan NU dan Muhammadiyah tentang bunga bank, 

perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang keharaman riba dalam al-Qur‟an 

secara berangsur-angsur (tadriji) yang biasa berlaku dalam proses penetapan 

hokum. 

NU sendiri sejak pertama kali membhastul masailkan hokum bunga bank, 

memiliki tiga simpulan yang sampai saat ini belum ijmak (ijmak dalam satu 

organisasi NU itu sendiri) tentang hokum bunga bank tersebut. Hukum bunga 

bank terbagi menjadi 3 macam, yaitu: haram, boleh dan syubhat
2
 sedangkan 

Muhammadiyah sendiri dalam menetapkan hokum bunga bank, mengaitkannya 

dengan konsep riba, dengan metode qiyas, apakah bunga bank yang akan 

ditentukan hukumnya tersebut identic dengan riba ataukah berbeda? 

Muhammadiyah berpegang bahwa haramnya riba dikarenakan adanya unsur 

                                                             
1
 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos 

Publishing House, 1995), h. 128. 
2
 Rizal bin Jami‟an, "Ijtihad Jama‟i Nahdatul Ulama (Nu) Dan Ijtihad Qiyasi 

Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan," Jurnal Hukum Respublica 16, 

no. 1 (2016): h. 22. 
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zhalim, terhadap peminjaman dana. Dengan demikian konsokusensi tersebut, 

apabila dalam bunga bank terdapat kezholiman maka, bunga bank sama dengan 

riba, namun jika tidak maka bunga bank tersebut tidak haram sebagaimana hokum 

riba. 

Ribā dan bunga adalah dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kajian ekonomi kontemporer. Sekarang masalahnya adalah ketika pengertian ribā 

dihadapkan pada pengertian bunga, di salah satu pihak bunga berisi unsur ribā dan 

di lain pihak merupakan laju perekonomian perbankan demi meningkatkan 

kesejahteraan. Bank mengalami banyak kontroversi jika berbicara mengenai status 

hukum bunga bank, khususnya masyarakat muslim di seluruh dunia yang sering 

kali bertanya-tanya apakah bunga bank itu halal, haram ataukah subhat. Hal ini 

yang kemudian menjadi pemikiran bagi ulama dan para ahli hukum Islam dalam 

memecahkan status hukum bunga bank. 

Menurut Fazlurrahman, ribā adalah peningkatan atau pertambahan modal 

di mana uang pokok naik beberapa kali lipat karena adanya proses penggandaan 

uang yang berkelanjutan terhadap perpanjangan tetap dari jangka pembayaran 

utang, situasi ini terjadi karena pada awalnya sebagian harta dipinjamkan dengan 

bunga selama jangka waktu tertentu. Sehingga orang yang meminjam tidak 

mampu membayar, maka jangka waktu pembayaran diperpanjang dengan 

peningkatan pokok yang besar. Menurutnya bunga bank sendiri merupakan bagian 

dari perbankan dalam ekonomi modern, sehingga tingkat bunga menduduki hal 

yang sama penting seperti harga dan mekanisme harga Larangan ribā melalui 

hukum merupakan tuntutan agama, Al-Qur‟an sendiri juga menyatakan 
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bahwasanya kebalikan dari ribā ialah ṣadaqah yang tidak berarti bentuk 

kemiskinan. Semangat untuk ṣadaqah itu telah ditanamkan oleh al-Qur‟an dan 

ḥadīṡ, maka dapat dikatakan bahwasanya segala jenis ribā yang tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip moral jatuh dalam kategori ribā tersembunyi. Sistem 

ekonomi di mana al-Qur‟an mengharuskan membangun dengan semangat 

kerjasama, pemeliharaan lebih lanjut dan pengembangan untuk merekonstruksi 

masyarakat dengan benar untuk tidak menjalankan sistem bunga dan ribā tidak 

akan berguna jika masyarakat tidak berpikir sesuai dengan al-Qur‟an dan ḥadīṡ. 

Menurut penulis meskipun Fazlurrahman tidak setuju bahwasanya bunga 

bank adalah haram, bukan berarti beliau menolak dihapuskannya bunga bank, 

karena bunga bank sendiri menurutnya berisi kezaliman dan harus dimusnahkan. 

Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwasanya ribā dan bunga menurut 

Fazlurrahman ialah sesuatu yang berbeda, karena ribā merupakan sesuatu yang 

diharamkan oleh naṣṣ Al-Qur‟an dan ḥadīṡ, sedangkan bunga diperbolehkan asal 

tidak berisi pemerasan dan kezaliman bagi masyarakat. Bunga sendiri termasuk 

bagian dari ekonomi modern yang kedudukannya sama penting dengan 

mekanisme harga. 

Dasar hukum yang digunakan Fazlurrahman tentang ribā memang 

berlandaskan ayat-ayat ribā yang terdapat didalam al-Qur‟an dan ḥadīṡ dan dalam 

hal ini beliau memang mengharamkan ribā, akan tetapi kesalahan beliau yakni 

tidak mengharamkan bunga bank. Meskipun dengan alasan menggunakan metode 

ijtihad maṣlaḥah mursalah, akan tetapi menurut penulis pandangan beliau hanya 

berlandaskan pada aspek moral manusianya saja tanpa melihat adanya hikmah 
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diturunkannya ayat ribā dan sebab nyata perkembangan sistem bunga yang ada 

sekarang. 

Dari fakta ini dapat diketahui bahwa apabila ada pernyataan tentang ijmak 

ulama terhadap hokum bunga bank adalah haram sebagaimana haramnya riba, 

maka tentulah hal tersebut tidak benar. Karena sampai sekarang ulama terbagi 

paling tidak ada 3 kubu, yang mengharamkan bunga bank, yang menghalalkan 

bunga bank, dan ulama yang tawaquf (tidak menghukumkan). Demikian juga 

ketika K.H. Ahmad Makki, memproklamirkan dirinya sebagai salah satu ulama 

yang tidak setuju dengan ulama yang mengharamkan bunga bank. K.H. Ahmad 

Makki berdiri dalam barisan ulama yang sependapat dengannya, seperti Quraish 

Shihab
3
, Gus Dur

4
, Cak Nun

5
, Buya Syakur Yasin

6
, Nadirsyah Hosen

7
, KH. 

Marzuki Mustamar
8
, Ahmad Zahro

9
, Maimon Zubair

10
, Gus Muwafiq

11
 dan lain-

lain. Hingga Ahmad Makki menunjukkan pemikirannya tersebut dalam beberapa 

buku tentang pendapatnya tentang halalnya bunga bank tersebut. 

Dalam beristidal, Ahmad Makki memulainya dengan mengkritik pendapat 

ulama-ulama yang mengharamkan bunga bank. Dalam kritiknya tersebut, Ahmad 

Makki sering kali memberikan penegasan bahwa kesalahan fatwa ulama tersebut 

karena mereka tidak memahami perbankan dan tidak memperkuat istidalnya 

                                                             
3
 Junaedi, “Analsis Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Muhammad 

Syafi‟i Antonio Tentang Bunga Bank” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017). 
4
 https://www.youtube.com/watch?v=tmDxJg3BNq0 

5
 https://www.youtube.com/watch?v=vRW2tFBUY8k 

6
 https://www.youtube.com/watch?v=TVqMJ0ZyMbY&t=547s 

7
 https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/benarkah-dosa-riba-lebih-berat-dari-berzina 

8
 https://www.youtube.com/watch?v=GxEJukFLPYs 

9
 https://www.youtube.com/watch?v=DpXLvVqQ5Vk 

10
 https://www.youtube.com/watch?v=NRVCaC70cnc 

11
 https://www.youtube.com/watch?v=LLlWOetY4so 
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dengan ushul fikih dan ilmu mantiq.
12

 Kritik itu dilontarkan oleh Ahmad Makki 

karena menganggap bahwa istidlal yang dilakukan oleh ulama yang 

mengharamkan bunga bank, karena memutlakkan hokum pada permasalahan yang 

terperinci. Menurut Ahmad Makki, bunga bank adalah permasalahan yang rinci, 

sedangkan riba adalah masalah yang khusus. Sehingga dalam simpulannya, 

Ahmad Makki berpendapat bahwa ulama yang menetapkan hokum haram 

terhadap bunga bank, tergesa-gesa sebelum mengetahui benar definisi dan 

pembagian rincian terhadap bunga bank tersebut. 

Bunga bank adalah bagian dari bunga, sedangkan bunga sendiri terbagi 

menjadi beberapa bagian, sehingga menjadi tidak benar, apabila bunga bank sama 

dengan riba, sehingga ulama berani menghukumkannya haram. Menurut Ahmad 

Makki yang mengutip dari beberapa kitab tafsir dan fikih, bahwa bunga itu ada 

yang halal dan ada yang haram, ada bunga yang riba dan ada bunga yang tidak 

dikategorikan riba. Riba pun demikian, ada pembagiannya, ada riba yang halal 

dan ada riba yang haram. Sehingga dengan memutlakan hokum bunga bank 

dengan mengiyaskan kepada riba, adalah sebuah keputusan yang menurut Ahmad 

Makki tidak dapat dibenarkan dari segi teknik beristidlal dalam persoalan fikih. 

Ahmad Makki menjelaskan bahwa Riba adalah mahkum bih, sedangkan 

bunga bank adalah mahkum „alaih. Untuk menetapkan riba kepada bunga bank 

maka harus mengetahui terlebih dahulu definisi/ta‟rif bunga dan bagian-

bagiannya. Demikian juga pernisbatan bunga bank dan bunga lainnya. Demikian 

juga ulama yang akan menghukumkan bunga bank harus terlebih dahulu mengerti 

                                                             
12

 Ini dapat dilihat dalam buku Makky, h. 189-90. 
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tentang ta‟rif riba, taqsim, dan nisbatnya bunga antara bunga dengan bunga 

lainnya. Disinilah menurut Ahmad Makki diperlukan ilmu mantiq, yang disebut 

sebagai tashawurr dan puncaknya ilmu itu disebut tasdiq. 

Untuk menjawab bunga bank apakah termasuk riba atau tidak, Ahmad 

Makky menyiapkan konsep ijtihadnya sampai pada kesimpulan bahwa bunga 

bank adalah halal. Ahmad Makky dalam menyusun argument ilmiahnya, dimulai 

dengan: 

ادة اما فى الهسض او فى الهبت. و فى  و لِع ًل زبا مدسمت. السبا فى الهسأن الصٍ

ادة او بظبب اليظِئت وهى اما الحدً ادة لانها اما بظبب الصٍ ث ان السبا لِظذ ًلها شٍ

ادة مدسمت, و ان السبا اما بظبب  فى البُؼ السبىي او فى الهسض, و لِظذ ًل شٍ

ادة, و اليظبت بحن السبا و البىؽ غمىم و زصىص مً وحه  اليظِئت او بظبب الصٍ

بػض مً السبا بىؽ و بىؽ زبا, و ان الاًت" و قلِع ًل السبا بىؽ ولِع ًل بىؽ زبا بل ال

اخل الله البُؼ و خسم السبىا" مً الاًاث المجملاث التى لا ًجىش الخمظَ بها غلى 

المػخمد فى المرهب الؼاقعى. ًل نسض حس هكػا لمهسض بؼسط مرًىز فى صلب 

الػهد قهى زبا, و لًٌ لا ًدسم غىدها الا اذا ذيس ػسظه فى صلب الػهد, و مدل 

قظاده اذا ونؼ الؼسط فى صلب الػهد و الا قلا قظاد, قاغلم ان الهساض الري 

ًريس فى يخب الكههاء اهما هى نساض زاص اي ان ًٍىن الػامل ذو اماهت و صاخب 

ماله مالٍا للماُ. و الهساض الػام هى ان ًٍىن الػامل لِع بري اماهت و صاخب 
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الخاص لا ًجسي فى الػام  ماله لِع مالٍا له بل للمؼاغت قمػظم ػسوظه فى

قرالَ ناُ بػض الاذيُاء المظلم ان الكهه ند شالذ مىاطبخه اي ان الهسض مثل 

الري ذيس فى الكهه هى نساض زاص قمػظم ػسظه لا ًجسي فى الهساض الػام 

الري ًجسي فى البىىى ًىهكُيظُىهاُ فى هرا الصمان لان الخاص لا بد ان ًٍىن 

الهساض فى البىىى باظل مسالل لما ًريس فى يخب مسالكا للػام و مً ناُ ان 

الكههاء قهلذ ان المىاقهت ؾحر لاشم لان الخاص ؾحر الػام. و اغلم ان الهساض 

الػام ًظهس فى شمان الكههاء و اهما ذيس ػسظه اهل المػاملاث غلى ناغدة ان المداز 

 13فى المػاماث زغاًت المصلحت.

Dalam membangun argumennya, Ahmad Makky menyusun pertanyaan 

argumentative, yaitu: 

1. Ada berapa macam bank dan apa saja ta‟rif satu persatunya? 

2. Apa arti bunga itu dan ada berapa macamkah bunga itu? Coba sebutkan ta‟rif-

ta‟rifnya? 

3. Apa yang dimaksud dengan kredit produktif dan kredit konsumtif? 

4. Bunga apa yang telah disepakati haramnya? 

5. Dalam mu‟amalah apakah bunga yang haram terjadi? 

6. Muamalah apa yang ada bunganya? 

7. Di bank memberikan pinjaman, apakah pinjaman bentuk qiradh (usaha 

Bersama) atau pinjaman bentuk qardh (mengutangkan)? 

                                                             
13

 Ibid., h. 175-77. 
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8. Apa arti kredit dan apa dasarnya? 

9. Bagaimana hukumnya bunga deposito dan mu‟amalah apakah hakikatnya? 

10. Ada berapa macamkah riba itu? 

11. Apa saja ta‟rif-ta‟rifnya? 

12. Muamalah apa saja yang ada ribanya? 

13. Apa ta‟rif qardh dan ada berapa macamkah jenis qardh itu? 

14. Qardh mana yang termasuk riba, bagaimana perbedaannya? 

15. Apa artinya muamalah qiradh itu dan ada berapa macamkah? 

16. Adakah riba dalam mu‟amalah qiradh? 

17. Mu‟malah apakah namanya kredit mobil di leasing, bagaimana hukumnya? 

18. Bagaimana tentang adanya perbedaan dalam persyaratan qiradh antara fuqaha 

dengan ahli ekonomi? 

19. Apa yang dimaksud dengan rahn, aqad gadai, ba‟iu al-nas/bai‟ul uhdah dan 

bagaimana perbedaannya? 

20. Bagaimana tentang mu‟amalah bagi hasil?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dalam Bab VI dalam bukunya, Ahmad Makky menjelaskan bahwa Islam 

telah mengatur tata cara muamalah ysng akan membawa kebahagian dunia dan 

akhirat, yang patut untuk dijadikan pegangan dalam tata cara perdagangan yang 

baik. Menurutnya ukuran muamalah yang diperbolehkan adalah yang 

menguntungkan kedua belah pihak, sebagaimana dalam muamalah yang berlaku 

dalam agama. Sementara system muamalah kontemporer itu harus disesuaikan 

dengan yang sudah berlaku dalam agama. Untuk mengetahui persoalan fikih, 

mesti digunakan ilmu mantiq yang menjadi disiplin ilmu pengetahuan mengenai 
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cara berfikir logis, yang sangat diperlukan dan mampu menjadi indicator dalam 

setiap ilmu pengetahuan. 

Selanjutnya Ahmad Makky menyatakan bahwa orang yang tidak 

memahami ilmu mantiq tidak bisa dipercaya ilmunya. Demikian dia mengutip dari 

pernyataan Hujatul Islam Al-Ghazali.  

 14الػلىم مً لا مػسقت له بالمىعو لا ًىزو بػلمه، وطماه مػُاز

Artinya: Barang siapa yang tidak memahami tentang mantik maka ilmunya 

(termasuk penetapan hukumnya) tidak bisa dipercaya, hal tersebut dinamakan 

mi‟yar al-„ulum. 

Sehingga untuk menentukan sebuah hokum tentang permasalahan bunga bank 

misalnya, maka harus dijelaskan terlebih dahulu tentang ta‟rif, taqsim dan 

nisbatnya.  

 15ان الؼيئ لا ًىضح ؾاًت الاجضاح الا بمػسقت خده و جهظُمه و وظبخه

Artinya: Semua orang mengerti bahwa sesuatu perkara tidak akan jelas 

keadaannya kecuali harus diketahui terlebih dahulu ta‟rif (definisi) menurut 

istilahnya dan taqsim dan nisbatnya.  

Dengan demikian untuk menentukan bunga dan riba, tentu harus dimulai 

dengan mengetahui definisinya, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana 

                                                             
14

 al-Hazimi, Jilid 17, h. 16. Lihat juga al-Hazimi, Jilid 2, h. 20:25. 

]حتى قبل انغضانً: يٍ لا يعشفت نو ببنًنطق لا ٌٌثق بعهًو[ ىزا ببطم، ]يٍ لا يعشفت نو ببنًنطق لا ٌٌثق بعهًو[. كأٌ 

دِّ عهى انًخبنفٍٍ فًب تٌقف عهى انًنطق لا بذ ينو، ٌكٌٌ سده  فٍو شًءٌ يٍ انضعف، ًيب عذا رنك يٍ يب لا ٌنبنً انًشاد بو عهى انشَّ

عهٍو سد شبو أىم انبذعت، حٍنئزٍ ىزا كلاو ببطم يشدًدٌ عهٍو، ًىزا جيمٌ، ]يٍ لا يعشفت نو ببنًنطق لا ٌٌثق بعهًو، ًعًبه يعٍبس 

 انعهٌو[، ٌعنً: يٍضاٌ انعهٌو انزي تٌصٌ بو، إراً ىزا قٌلٌ آخش.
15

 Makky, h. 143. 
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nisbatnya antara bunga dengan riba. Karena menurut Ahmad Makky penentuan 

hokum terhadap sesuatu persoalan adalah merupakan tashdiq. Padahal tashdiq 

tersebut tidak akan terjadi atau terwujud kecuali setelah tashawwur. Sedangkan 

tashawur tidak akan terwujud kecuali dengan bantuan definisi dan pembagian 

serta nisbatnya.  

Dalam hal ini, Ahmad Makky mendefinisikan bunga secara Bahasa adalah 

kembang, yang berarti jika tanaman-tanaman sudah berbunga berarti ada hasilnya. 

Sedangkan dalam istilah perbankan adalah balas jasa untuk penggunaan uang atau 

modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, yang umumnya dinyatakan 

sebagai prosentasi dari modal pokok
16

, dan dipergunakan makna pendapatan 

setiap investasi modal. 

Menurutnya, setelah mengetahui istilah ini, tentu harus dijelaskan 

pembagian bunga tersebut apa saja. Bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga uang 

dan bunga pinjaman. Bunga uang didefinisikannya sebagai sejumlah uang yang 

harus diberikan kepada pemberi hutang. Sedangkan definisi bunga pinjaman 

adalah sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemilik modal dari pengusaha. 

Sekarang adalah penisbatan bunga bank kepada riba adalah bertentang 

dalam sebagiannya karena yang satu umum sedangkan yang satu khusus. Karena 

menurut simpulan Ahmad Makky bahwa sebagian bunga itu bukan riba, seperti 

bunga pinjaman (sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemilik modal). 

Sebagian riba itu bukan bunga, seperti riba nasa‟ (muamalah berkaitan dengan 

                                                             
16

 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bunga 
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barang ribawai yang ditangguhkan pembayarannya). Sebagian bunga adalah riba, 

seperti bunga uang, sebagian riba adalah bunga seperti riba jahiliyah, riba fadhlin, 

dan riba qardh. Sehingga menurut Ahmad Makky, nisbat perbandingan antara riba 

dengan bunga adalah: 

 17دة ًىكسد ًل منهما فى مادة ازسي الؼِئان ًجخمػان فى م

Artinya: Dua lafaz yang bias berkumpul dalam satu madah seperti riba dan 

bunga dalam bunga uang dan bias berpisah salah satunya pada madah yang lain. 

Ahmad Makky memisalkan bahwa bunga berpisah dari riba dalam bunga 

pinjaman, karena itu adalah bunga tapi bukan riba. Ribapun bisa berpisah dari 

bunga yaitu ada riba yang bukan bunga seperti riba nasa dan riba yadin, maka hal 

tersebut termasuk riba namun bukan bunga karena tidak ada keuntungan. 

Sedangkan penisbatan antara bunga dan renten (bunga uang) adalah salah, 

bunga itu umum, sedangkan bunga uang (renten) adalah khusus, sehingga apabila 

riba dan bunga dianggap identic tentang hal ini menyebabkan kesalahan dalam 

menyusun dalil. Ketika seorang ulama menyamana antara bunga dan riba, 

sedangkan riba sudah dilarang dari semenjak Nabi Musa, sedangkan bunga baru 

dialih bahasakan oleh ahli ekonomi perbankan sekitar tahun 1895. Kemudian 

bunga dibagi beberapa macam seperti halnya riba dibagi ada beberapa macam 

pula, ada yang halal dan ada yang haram, kemudian tiba-tiba dianggap oleh 

ulama-ulama tersebut sebagai benda yang identic, sehingga harus dihukumkan 

sama. 

                                                             
17

 Makky, h. 146. 
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Ahmad Makki berusaha mencari dukungan pendapatnya dengan menukil 

pendapat dalam kitab Ianatut Tholibin, bahwa tidak dianggap haram sebuah 

transaksi riba kecuali disertai dengan syarat yang diikatkan pada saat ijab qabul 

(aqad).  Dalam keterangan pada kitab yang sama, bahwa riba qard itu tidak 

diharamkan dalam mazhab Syafii kecuali disertai dengan syarat yang dikatakan 

pada waktu akada. Dan jika sepakat untuk mengadakan manfaat bagi muqrid pada 

sebelum akad, lalu manfaatnya itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka akad 

tersebut tidak fasad. 

Secara singkatnya, memulai istidlalnya, Ahmad Makky melakukan 

pendefisian terhadap riba dan bunga; 

Istilah  Definisi 

Riba Jahiliyah / Nasi‟ah : Usaha untuk membungakan uang dalam praktik 

muamalah qardh atau merentenkan.  

Riba Qardh : Suatu perjanjian untuk mengadakan manfaat 

bagi si penghutang kepada pemilik uang 

apakah dengan membungakan uang atau 

dengan harta lain atau dengan mengerjakan 

sesuatu. 

Riba Fadli/Riba Naqdi : Riba yang terjadi akibat jual beli barang riba, 

yang tidak sama timbangan atau ukurannya, 

atau tidak dilakukan dengan kontan (menjadi 

riba nasa‟), jika tidak saling serah terima saat 

itu juga menjadi riba yad. 
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Istilah  Definisi 

Kredit : Mengembalikan kewajiban dengan cara 

mencicil, baik dalam mengembalikan modal 

usaha atau mengembalikan hutang qardh 

maupun hutang dalam jual beli. 

Kredit Produktif : Kredit dalam rangka penanaman modal, usaha 

kerjasama memproduktifkan uang dengan 

menyerahkan kepada pengusaha untuk 

diusahakan agar sama-sama mendapatkan 

keuntungan;
18

 

  Kerjasama antara pemilik modal dengan 

pengusaha dengan menyerahkan modal kepada 

pengusaha untuk diusahakan agar sama-sama 

mendapat keuntungan yang dalam istilah 

fuqahanya ialah qiradh „am.
19

 

Kredit Konsumtif : Hubungan yang berlaku antara pemilik modal 

dengan orang yang akan mendapatkan 

keuntungan yaitu kredit yang diberikan dalam 

rangka memenuhi keperluan tertentu seperti 

membeli rumah dan mobil; 

                                                             
18

 Ibid., h.157. 
19

 Ibid., h. 178. 
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 : Hubungan antara yang meminjamkan (pemilik 

modal) dengan peminjam (orang yang 

mendapat keuntungan). Hukumnya 

diperbolehkan berdasarkan „ijma dan 75% 

ulama di Dar al-Ifta sudah membolehkan 

berdasarkan keterangan yang jelas.
20

 

Bank : Lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa lalu lintas dalam 

pembayaran dan peredaran uang. 

  UU No. 10 Tahun 1998 dimana “Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.“ 

Selanjutnya Ahmad Makky mendefinisikan bunga sebagai berikut: 

Istilah  Definisi 

Bunga Uang  : Sejumlah uang yang harus diberikan kepada 

pemberi hutang. 

Bunga Pinjaman : Sejumlah uang yang harus diberikan kepada 

pemilik modal dari pengusaha.
21

 

                                                             
20

 Ibid. 
21

 Ibid., h. 144. 
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Setelah memberikan definisi tersebut, Ahmad Makky menyatakan bahwa 

setelah diketahui definisi masing-masing maka seseorang akan dapat memberikan 

penentuan hukum dengan cara jujur karena berdasarkan kajian ilmiah yang 

didukung dengan ilmu mantiq. Jika dalam kredit ada praktik membungakan uang, 

maka yang dihukumkan haram adalah praktik membungakan uang tersebut bukan 

kreditnya.  

Sedangkan yang diperdebatkan adalah kredit yang menjadi sector penting 

dan utama bank dalam mngembangkan usahanya. Karena dalam kredit ada 

kalimat pinjaman dan juga bunga. Dalam praktik muamalah pinjaman ada yang 

menjadi riba, demikian pula bunga ada sebagian bunga yang haram seperti bunga 

uang. Menurut Ahmad Makky, bahwa firman Allah wa harrama ar-riba ditujukan 

bahwa Allah mengharamkan riba yang berlaku pada masa zaman jahiliyah, bukan 

mengharamkan bunga bank. Bunga bank adalah persoalan baru, sehingga tidak 

identic dengan riba jahiliyah. Menurutnya dalil tersebut mujmal dan mesti 

ditakhsis dengan hadis. Dari tujuan pemerintah membangun bank dan perbankan 

adalah untuk menghilangkan atau mengurangi angka rentenir, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa bunga bank itu bukan renten. 

MK : Bunga bank adalah renten (Bunga uang) 

MS : Renten (Bunga Uang) adalah haram 

N : Bunga bank adalah Haram 

Qiyas ini dibantah oleh Ahmad Makky, karena menurutnya qiyas tersebut 

adalah batil karena disusun dari muqadimah yang tidak maklum, yaitu 
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muqadimmah sughra yang tidak dibenarkan. Sedangkan menurut peraturannya, 

bahwa menyusun qiyas harus dengan muqadimah yang maklum. Kesalahannya 

adalah apakah benar bunga bank adalah bunga uang? Bukankah bunga uang 

terjadi karena muamalah qardh, sedangkan bunga bank terjadi karena muamalah 

qiradh. Karena praktik pemberian modal kepada pengusaha oleh bank, untuk 

diusahakan dan mendapatkan keuntungan disebut qiradh bukan qardh. 

Apabila disebutkan bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa setiap 

pinjaman yang mengambil keuntungan adalah riba. Namun hadis ini tidak bisa 

diamalkan secara tekstual, dilalah mantuqnya pada hadis tersebut adalah dilalah 

iqtidha, yatu suatu ucapan yang mesti ditakdirkan, ditafsirkan. Dalam 

menakdirkan atau menafsirkannya, ulama mazhab Syafii menyebutkan secara 

tidak langsung demikian: 

 ًل نسض حس هكػا لمهسض بؼسط مرًىز فى صلب الػهد قهى زبا

Artinya: Setiap transaksi hutang piutang yang mengambil manfaat dari debitur 

dengan syarat dan ketentuan disebutkan dalam akad, maka transaksi tersebut 

adalah riba. 

Dari pernyataan tersebut di atas, maka makna manhtuqnya adalah setiap 

hutang yang mengambil manfaat bagi di muqridh dengan memakai syarat yang 

disebutkan pada waktu akad itu dihukumkan riba. Hal ini dalam ushul fikih 

disebut sebagai manthuq dilalah. Dalam manthuq ini dapat lagi difahami bahwa 

ada mafhum mukhalafah yang dapat diuraikan, yaitu: 1) setiap perbuatan social 

tadi bila tidak memakai syarat keuntungan bagi si muqridh walaupun ada 
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keuntungan maka iti TIDAK RIBA. 2) Setiap perbuatan social bila syaratnya 

tidak diucapkan pada waktu akad maka itupun TIDAK RIBA. 

Ahmad Makky menyadari benar, bahwa bunga bank adalah masalah fikih 

yang tentunya menjadi masalah yang ikhtilaf, dan masuk dalam ranah ijtihadiah. 

Ahmad Makki menghalalkan bunga bank dengan mendasarkan kepada dua dalil, 

yakni dalil naqli dan dalil aqli. Menurut penulis dasar yang dikemukakan Ahmad 

Makki ini seakan ingin menunjukkan bahwa beginilah cara beristidlal yang benar. 

Ahmad Makki menyatakan dalam dalil aqli dengan menggunakan qiyas istisna 

yang natijah (simpulan/konklusi) nya dengan membatalkan talu yang susunan 

bahasanya: 

a. Bunga bank itu halal (bukan riba), dalilnya karena jika bunga bank 

dihukumkan riba dan dihukumkan layaknya riba, maka sudah tertanam rasa 

benci dalam hati orang muslim yang baik-baik. Ahmad Makki 

mengemukakan dalil firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 7: 

هَ إلََِۡكُمُ  …  . ٧… لۡعصِۡيَانَ  ٱوَ  لۡفُسُوقَ ٱوَ  لۡكُفۡرَ ٱ وَكَرَّ
Artinya: ….serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan 

kedurhakaan. … 

Menurut Ahmad Makki, buktinya dan secara fakta tidak ada rasa 

kebencian terhadap bunga bank tidak terwujud, maka dapat disimpulkan 

bahwa bunga bank itu tidak haram (bukan riba). 

b. Jika bank termasuk riba, maka tentunya sudah dimusnakan oleh Allah, 

karena Allah sudah menyatakan bahwa Allah akan memusnahkan riba 
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setelah 40 tahun, sebagaimana firman Allah dalam surah Albaqarah: 276, 

yang berbunyi: 

ُ ٱ يَهۡحَقُ  ْ ٱ للَّّ دَقَتِٰ  ٱوَيُرۡبِِ  لرّبَِوٰا ُ ٱوَ  لصَّ ثيِمٍ  للَّّ
َ
ارٍ أ   ٢٧٦لََ يُُبُِّ كَُُّ كَفَّ

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak 

menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 

dosa.  

Juga dalam surat surat al-Baqarah ayat 279-280: 

ذَىوُاْ بِِرَۡبٖ نِّوَ  فإَنِ
ۡ
ِ ٱلَّمۡ تَفۡعَلوُاْ فَأ وَإِن تبُۡتُمۡ فلَكَُمۡ رءُُوسُ   ۦ وَرسَُولِِ  للَّّ

نۡوَلٰكُِمۡ لََ تَظۡلهُِونَ وَلََ تُظۡلَهُونَ 
َ
ةٖ فَيَظِرَةٌ إلََِٰ  وَإِن ٢٧٩أ كََنَ ذُو عُسَۡۡ

كوُاْ خَيۡۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُيتمُۡ تَعۡلَهُونَ  ن تصََدَّ
َ
ةٖٖۚ وَأ   ٢٨٠نَيۡسََۡ

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu 

tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 280. Dan jika (orang yang 

berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 

berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih 

baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

 

Sedangkan pada faktanya, menurut Ahmad Makki bunga bank tidak musnah 

sampai saat ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa bunga bank itu tidak 

haram (bukan riba). 

c. Bahwa pada faktanya, orang muslim yang baik-baik memandang baik 

terhadap bunga bank, sehingga dalam pendapat Ahmad Makki menyatakan 

bahwa adala 97% pengusaha muslim berhubungan dengan bank 

konvensional. Bila ada sesuatu yang dipandang baik oleh kebanyak orang 
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muslim yang baik-baik, maka itu berarti baik pula menurut Allah, karena 

Rasulullah saw., bersabda: 

 : َُ ا
َ
ِ ن

ه
ًْ غَبْدِ اللَّ ، وَمَا زَآهُ »غَ ًٌ ِ خَظَ

ه
هُىَ غِىْدَ اللَّ

َ
ظْلِمُىنَ خَظَىًا ق

ُ ْ
ي الم

َ
مَا زَأ

ءٌ، يِّ
ِ س َ

ه
هُىَ غِىْدَ اللَّ

َ
ئًا ق ِ

ِّ ظْلِمُىنَ طَ
ُ ْ
 22الم

Artinya: Dari Abdullah bin Mas‟ud berkata bahwa Apa yang dipandang 

baik oleh orang muslim yang baik-baik, maka menurut Allah pun baik.  

Dengan demikian maka, bunga bank tidak haram (tidak riba). 

Dari beberapa penelitian tentang pandangan masyarakat tentang 

bunga bank, dapat dilihat fatwa MUI tentang bunga bank adalah haram tidak 

banyak terpublikasi ke nasabah perbankan konvensional, sehingga banyak 

muslim yang tidak mengerti tentang hokum bunga bank, lnamun dalam 

penelitian tersebut menerangkan bahwa bisa terjadi karena ketidakperdulian 

masyarakat tentang isu-isu tentang perbankan islam.
23

 Dalam penelitian 

tersebut, bahkan sampai pada simpulan bahwa tingkat religiulitas 

masyarakat tidak signifikan dalam mempengaruhi keputusan nasabah untuk 

memilih bergabung dengan bank syariah. Namun demikian isu bunga bank 

adalah riba memiliki implikasi negative terhadap perbankan konvensional, 

sehingga “propaganda” yang dilakukan oleh penggiat ekonomi syariah atau 

paling tidak penggiat perbankan syariah, memiliki dampak positif terhadap 

perbankan syariah. 

                                                             
22

 asy-Syaibâni, Jilid 6, h. 84. Lihat juga al-Bai‟, Jilid 3, h. 83.  
23

 Munrokhim Misanam and Lili  Liana, "Bunga Bank, Bagi Hasil Dan Relijiusitas: Suatu 

Investigasi Loyalitas Nasabah Terhadap Perbankan Syari'ah," Jurnal Fakultas Hukum UII 9, no. 1 

(2007): h. 84. 
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d. Bunga bank itu halal, karena jika sekiranya bunga bank itu riba, maka pasti 

yang melakukannya sudah dijauhkan dari Allah (sudah tidak melakukan 

shalat), karena Rasulullah sawa., bersabda: 

 : َُ ا
َ
ًْ حَابِسٍ، ن هُ، »غَ

َ
ل ًِ بَا، وَمُؤْ لَ السِّ ًِ مَ آ

ه
هِ وَطَل ُْ ى اُلله غَلَ

ه
ُُ اِلله صَل ًَ زَطُى ػَ

َ
ل

اجِبَهُ، 
َ
هِ وًَ ًْ اهِدَ

َ
: «وَػ َُ ا

َ
 24«هُمْ طَىَاءٌ »، وَن

Artinya: Rasulullah menjauhkan semua pelaku riba dan yang 

membelanjakannya dan yang menyaksikannya dan yang menuliskannya 

(pendukungnya) dari rahmat-Nya. 

Tapi terlaknatnya pelaku bunga bain itu tidak terwujud, karena 

yang berhubungan dengan bank itu masih aktif melakukan shalat dan rajin 

menuntut ilmu agama.  

Sedangkan dalil naqli yang digunakan oleh Ahmad Makki dalam 

mempertahankan pendapatnya adalah pendapat fuqaha yang diambil dari kitab 

Ianatu ath-Thalibin halaman 99: 

صح نساض: وهى( أن ٌػهد غلى ماُ ًدقػه لؿحره لُخجس قُه، غلى أن ًٍىن  )وٍ

اً بُنهما السبذ مؼتر
25

 
Artinya: Diperbolehkan qiradh (usaha kerja sama) yaitu mengadakan perjanjian 

antara dua belah pihak dimana pihak kesatu menyerahkan modal kepada pihak 

kedua untuk diusahakan agar sama-sama mendapatkan keuntungan. 

                                                             
24

 an-Naisyaburi, Jilid 3, h. 1219.Lihat juga Abu Daud as-Sijistani, Sunan Abu Daud 

(Beirut: Maktabah al-Ashriah: tth), Jilid 3, h. 244. 
25

 Abu Bakar Utsman al-Masyhur bi as-Sayyid al-Bakri bin al-Arif billah asy-Sayyid 

Muhammad Zain al-Abidin Syathha ad-Dimyathi, I'anatu at-Tholibin 'Ala Alfazh Fath Al-Mu'in 

(Huwa Hasyiah 'Ala Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurratu Al-A'in Bi Muhimati Ad-Din (tth: Dar al-

Fikr, 1997), Jilid 3, h. 118. 
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Menurut penulis, nukilan dan pengambilan dalil ini, masih belum dapat 

memenuhi dalil tentang halalnya bunga bank, karena didalamnya tidak 

mengungkapkan bunga bank sama sekali, tetapi bahasan tersebut dikhususkan 

terhadap muamalah yang berbentuk qiradh, sedangkan Ahmad Makki belum 

menjelaskan dan menyakinkan bahwa bunga bank dihasilkan dari usaha qiradh 

tersebut.  

Namun dalam halaman lain (halaman 225), Ahmad Makki menjelaskan hal 

tersebut, bahwa dalam pengalamannya bermuamalah dengan bank konvensional, 

Ahmad Makki menceritakan bahwa ia pernah ingin meminjam uang kepada bank 

konvensional untuk membangun madrasah, maka dijawab dengan senyuman oleh 

pegawai bank, tidak dikabulkan karen bank bukan pegadaian. Akhirnya Ahmad 

Makki membuat permohonan atas nama perusahaan dan permohonan tersebut 

dikabulkan oleh pihak bank. Maka menurut Ahmad Makki dan ini menurut 

penulis menjadi keyakinan Ahmad Makki dalam membangun argumentasinya 

terhadap bunga bank, yaitu dia sebagai nasabah dan pihak bank sebagai pemilik 

modal. Dalam posisi tersebut, maka bank sebagai shahibu al-Mal, sedangkan 

Ahmad Makki sebagai „amil, dan keadaan tersebut Ahmad Makki yakini sebagai 

Qiradh yang secara ijmak Ulama dihukumkan halal. 

Penulis pun sepakat dengan halalnya qiradh, namun benarkah hubungan 

nasabah dan bank menjadi qiradh, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur 

oleh fikih. Penulis menukil pendapat tentang rukun qiradh adalah: 1) Ada modal 

usaha, 2) Ada pemberi modal, 3) Ada pekerja atau pelaku usaha, 4) Peluang atau 

jenis pekerjaannya jelas, 5) Ijab qabul 6) Pembagian keuntungan disepakati 



86 

 

Bersama.
26

 Ketika menjelaskan tentang rukun keenam tentang pembagian 

keuntungan yang disepakati bersama ini penulis tidak mendapatkan nash bahwa 

ada keuntungan yang telah ditentukan didepan, sebagaimana yang telah 

ditentukan oleh pihak bank, tanpa memperdulikan apakah sebuah usaha yang 

dijalankan oleh nasabah tersebut memiliki keuntungan berapa dalam perbulannya. 

اًن   السبذ غلى حُصئُت صحُدت وخصس غِىض السيً الظادض مً أز
ُ
الهساض: نظمت

المهازض قُما ٌظمى له مً السبذ. وبُان ذلَ: أن زب الماُ والػامل ًيبغي أن 

سَ الػىض 
ْ
ريسا ذلَ ذي ًدؼازظا السبذ بُنهما غلى حصئُتٍ مػلىمت خالت المػاندة، وٍ

ه، وغِىضُ غمل
ُ
ضِ المعلىبِ مً الػامل، وهى غمل ه الجصءُ الري في مهابلت المػىه

ٌظمى له مً السبذ. قُهىُ زب الماُ: نازضخَ، أو ضازبخَ، أو غاملخَ، غلى 

الخصسف في هرا الماُ، ولَ مً زبذٍ ًسشنه الله هصكه، ولي هصكه، أو لَ زلثه، ولي 

 27زلثاه، غلى ما ًخكهان غلُه.
Dengan berdasarkan keterangan dalam kitab tersebut, penulis merasa 

bahwa qiradh yang dimaksud di dalam bank konvensional sebagaimana yang 

dimaksud oleh Ahmad Makki masih perlu dipertanyakan. Karena seandainya 

memang berlaku qiradh dan mudharabah dalam transaksi bank dan nasabah dan 

terpenuhi rukun qiradh tersebut serta pembagian keuntungan yang jelas 

berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh nasabah dalam menjalankan 

usahanya, maka tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa transaksi tersebut 

adalah halal. Kemudian yang menjadi persoalan adalah dengan keuntungan yang 

telah ditetapkan oleh bank yang ditentukan sepihak oleh bank tanpa 

                                                             
26

 Abd al-Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini Abu al-Ma'ali Rukn 

ad-Diin al-Mullaqab bi Imam al-Haramain, Nihayat Al-Mathollib Fi Dirayat Al-Mazhab (Beirut: 

Dar al-Minhaj, 2007), Jilid 7, h. 453. 
27

 Ibid., Jilid 7, h. 454. 



87 

 

memperhatikan kondisi usaha nasabah tersebut. Sehingga andainya nasabah dalam 

perputaran usahanya tersebut mendapatkan untung 4 kali lipat dari keuntungan 

yang wajib dibayarkan kepada bank tersebut, maka tidak memberatkan kepada 

nasabah, namun ketika usaha nasabah dalam keadaan tidak mendapatkan untung 

sebesar biaya produksi/usaha dan keuntungan yang wajib dibayarkan kepada 

bank, maka ini menjadi berat di sisi nasabah. 

Pendapat penulis tersebut juga didukung oleh pernyataan Syeikh Yasin 

Suwailim Thaha yang menyatakan bahwa para ulama fiqih menyaratkan 

keabsahan qiradh tersebut agar keuntungan masing-masing dari pengelola dan 

pemodal adalah bagian yang sudah diketahui jumlahnya, seperti sepertiga, 

setengah, 30%:70% atau sejenisnya. Namun apabila telah ditentukan sebagai 

bunga atau laba yang pasti, hal ini menyebabkan qiradh tersebut tidak sah, dengan 

alasan bahwa penentuan jumlah tertentu di muka dapat menyebabkan kerugian 

bagi salah satu pihak, yaitu ada kemungkinan harta atau modal yang diberikan 

oleh pemodal yang dijalankan oleh pengelola modal (nasabah) tidak mendapatkan 

keuntungan yang sifatnya nominal, sehingga jumlah tersebut hanya dinikmati oleh 

pihak bank dan tidak bagi pengelola.
28

 

Dalam pandangan penulis, bahwa ada kondisi yang memang tidak bisa 

mendukung pernyataan Ahmad Makki dengan halalnya bunga bank secara 

mutlak. Menurut penulis bahwa ada kondisi yang menyebabkan bunga bank 

dihukumi paling tidak syubhat, bahkan haram. 

                                                             
28

 Muhammad Sayyid Thanthawi, Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha as-Syar'iyyah 

[Riba Bank Halal], ed. Ahmad Dzulfikar, Mukhlis Yusuf Arbi, and Bagus Irawan, trans. Abdul 

Raouf (Depok: Keira Publishing, 2019), h. 274. Lihat juga NURUL RAFIQAH ILHAMI, “Status 

Bunga Bank Konvensional Perspektif Muhammad Sayyid Al-Thanthawi” (Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017). 
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Ahmad Makki menjawab pandangan penulis ini pada halaman 122, 

Ahmad Makki menjelaskan bahwa syarat qiradh yang penulis sampaikan tadi 

tidaklah sama dengan syarat qiradh yang dituturkan dalam kitab-kitab fuqaha. 

Menurut Ahmad Makki pihak bank tidak mau memberikan modal milik umum 

yang dia kelola kecuali setelah mengadakan penghitungan keuntungan dan pihak 

bank tidak memberikan modal kecuali ada keuntungan yang positif. Demikian 

pula para pengusaha tidak mau menerima modal, kecuali jika diberi kebebasan 

untuk menggunakan uang modal, kecuali jika diberi kebebasan untuk 

menggunakan uang modal serta mendapat keuntungan yang banyak, maka 

pengusaha tidak mau keuntungannya dibatasi hanya untuk mendapatkan 

keuntungan separuhnya. Jika dari hasil usaha tersebut mendapatkan keuntungan 

10% maka bank tidak mau mengambil 5% tetapi lebih senang mengambil 1% 

sedangkan 9% diberikan untuk pengusaha. Namun pada akhirnya bila terjadi 

kerugian, maka mesti ditanggung oleh pengusaha sedangkan pihak bank tidak ikut 

menanggungnya. 

Ahmad Makki menyebutkan bahwa dalam menanggapi perbedaan antara 

syarat Qiradh dalam kitab fuqaha mesti difahami bahwa syarat qiradh adalah 

untuk mendapatkan kemaslahatan. Maka cara yang maslahat untuk kedua belah 

pihak itu adalah menjadi persyaratan untuk segala sesuatu. Ahmad Makki menukil 

qawaid: 

الػبرة فى المػاملت زغاًت المصلحت
29 

                                                             
29

 Makky, h. 122-25. 
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Kriteria dalam persyaratannya adalah setiap yang mewujudkan 

kemaslahatan dan tidak ada yang lebih mengetahui hal tersebut kecuali ahlinya. 

Maka orang ahli dalam hal ini adalah bankir yang mewakili pemerintah sudah 

menghitung bahwa kebiasaan seperti dari keuntungan 10% mengambil 1% 

sedangkan yang 9% diberikan kepada pengusaha. Dengan ketentuan bahwa 

urusan kerugian ditanggung oleh pengusaha. Ahmad Makki bahkan 

membandingkan dengan Bank Muamalah yang mengklaim mengikuti fikih 

mengambil 50% bahkan 60% dari keuntungan, dengan dalih bahwa bank akan 

menanggung kerugian dann ini tidak riba yang tentu saja akan masuk surga, 

sedangkan bank konvensional riba, ini merupakan kalimatu haqin urida bihi al-

bathil. Maksudnya adalah mengajak untuk mengikuti syariat dalam bisnis, namun 

tujuannyaingin mengeruk keuntungan dari pengusaha sebanyak-banyaknya.   

Syarat dan rukun qiradh yang ditetapkan oleh Ahmad Makki: 

 

 

 نساض زاض

اًهه غمل . 3غامل . 2صاخب الماُ . 1: از

صُؿت. 6زبذ . 5زأض الماُ . 4  

ًىن السبذ مػلىما بالجصئُت , ًىهه السبذ لهما و الحظسان بُنهما: ػسوظه

ان لا ٌؼترط لاخدهما غؼسة او زبذ صيىل لان السبذ ند , يثلثه و هصكه
و لا ًصح , و لا ًمىن الػامل لىكظه لان هصِب فى السبذ, ًهخصس فى الػؼسة

السهً قُه لان السهً اهما ًٍىن فى المدًىت الا اذا زحؼ زأض ماله الى الدًً 
يما لى ًان الػاملىن اغخادوا فى الػدوان قُضمىىن قُدخاج الى السهً يما 

 فى الهساض الػام فى البىىى

 نساض غام

Kredit Produktif 

. 4غمل . 3غامل . 2صاخب الماُ . 1: اًههاز

صُؿت. 6زبذ . 5زأض الماُ   

 ػسوظه ند زبخه اهل البىىى قازحػه
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Ada golongan yang menyatakan untuk kredit produktif maka tidak haram 

meminjam uang ke bank konvensional, sehingga dalam kebalikannya meminjam 

bank untuk urusan konsumtif dihukumkan haram. Yang menjadikan hukum haram 

adalah adanya bunga yang ditentukan diawal dan keperluaan yang tidak 

menjadikan perputaran uang tersebut menjadi modal usaha yang berkembang, 

sehingga mampu membayar cicilan kredit konsumtif tersebut. Berbeda halnya 

dengan kredit produktif yang diharapkan dengan perputaran modal usaha yang 

diberikan oleh bank, maka ada potensi nasabah mengembangkan usaha dan 

mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dan digunakan untuk kelanjutan 

usahanya dan membayar kewajiban kepada bank dengan membayar cicilan 

tersebut. 

Apabila Ahmad Makki menyatakan bahwa bunga bank adalah halal 

dengan pertimbangan bahwa bank bukan lembaga social dan tidak ada hutang 

piutang tetapi yang ada adalah pinjaman, maka hal itu perlu dipertimbangkan dan 

diperdebatkan kembali. Ahmad Makki dalam bukunya halaman 218 ketika 

menjelaskan tentang melaksanakan ibadah haji menggunakan pinjaman dari 

bank.
30

 Ahmad Makki menyimpulkan bahwa kredit konsumtif dalam hal 

meminjam uang kepada bank untuk keperluan konsumtif, maka diperbolehkan 

karena dianggap sebagai murabahah.  

Dalam menjelaskan tentang murabahah dengan kaitannya dengan kredit 

konsumtif ini, Ahmad Makki menjelaskan bahwa dalam kredit konsumtif berlaku 

muamalah murabahah (saling mendapatkan keuntungan) yaitu hubungan antara 

                                                             
30

 Ibid., h. 218. 
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pemilik modal dengan orang yang akan mendapatkan keuntungan sehingga 

mampu mengembalikan modal beserta keuntungannya. Keuntungan yang 

dimaksud Ahmad Makki dalam kredit konsumtif ini adalah keuntungan berupa 

adanya modal untuk membeli rumah atau ongkos naik haji yang murah. Sehingga 

bunga yang ditentukan oleh bank tersebut, disebut bunga pinjaman karena 

menurutnya dikategorikan sebagai sejumlah uang yang harus diberikan kepada 

pemilik modal (bank). 

Bahkan ketika menjelaskan tentang bunga yang timbul dari transaksi 

hutang piutang, seperti yang berlaku di pegadaian atau bank sosialis di luar negeri 

yang memberikan pinjaman dalam bentuk qardh, yang dihutangkan kepada orang-

orang yang punya kemampuan untuk membayarnya. Menurut Ahmad Makki 

dalam kondisi ini pun yang asalnya adalah haram, namun hukumnya dapat 

berubah menjadi boleh, karena didukung oleh kondisi darurat.  

Sehingga bagi Ahmad Makki selama ada: 1) usaha menghilangkan 

renternir yang bersifat perorangan yang menzhalimi dengan mengenakan bunga 

yang sangat berat kepada nasabah dan tidak berdasarkan regulasi yang ditentukan 

oleh negara, 2) sama-sama menguntungan antar bank dan nasabah, 3) meskipun 

keuntungan sudah/bunga yang harus diterima oleh bank sudah ditentukan, maka 

kondisi tersebut menjadi dalil pembolehan bunga bank.
31

 

Bahkan menurutnya selama muamalat itu menimbulkan kemaslahatan bagi 

kedua belah pihak, meskipun terjadi bunga dalam hutang piutang maka masih 

dikategorikan halal. Dalam akhir penjelasannya mengenai pembahasan ini, 

                                                             
31

 Ibid., h. 219-20. 



92 

 

Ahmad Makki menegaskan bahwa orang-orang yang mengharamkan bunga bank, 

dalil dan qawaidnya tidak bisa diterima. Bahkan kalua terjadi pinjaman dalam 

qardh yang khusus terjadi riba, menurut Ibnu Hajar bahwa yang berdosa adalah 

yang meminjamkan, bukan yang meminjam maka bagi peminjam tidak berdosa, 

sehingga dihukumkan boleh-boleh saja. 

Pendapat tentang riba adalah ketika disebutkan dalam akad, didukung oleh 

para ulama ahli hokum Islam. Ada peserta bahtsul masail bertanya tentang hokum 

berbisnis dengan modal yang dipinjam dari bank. Padahal konsekuensi dari 

meminjam modal dari bank adalah kewajiban untuk membayar lebih dari apa 

yang dipinjam. Dicontohkan bahwa seorang nasabah meminjam modal 

10.000.000,00 (sepuluh juta) dan nasabah mencicil pembayarannya selama 12 

bulan, dengan nominal perbulannya, 1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu 

rupiah), penanya menanyakan bagaimana hokum uang kelebihannya, dan 

bagaimana hokum bermuamalah dengan bank tersebut? 

Mujawwib menjawab dengan kebolehannya, asal tidak ada unsur riba. 

Ketentuan riba itu sendiri adalah pada akadnya, selama pada akad tersebut tidak 

disebutkan riba/bunga uangnya, maka tidak mengapa. 

)نىله ولا ًٌسه للمهسض أزره( أي الصائد )نىله يهبىُ هدًخه ( أي يما أهه لا ًٌسه  

له نبىُ هدًت المهترض ناُ في النهاًت وػم الأولى يما ناله الماوزدي ججزهه غنها نبل 

زد البدُ اه )نىله ولى في السبىي ( ؾاًت لػدم الٌساهتأي لا ًٌسه أزر الصائد ولى 

 الىهد ونؼ الهسض في السبىي ً

Artinya: (Seperti mengatakan dan tidak membenci pemberi pinjaman 

mengambilnya (kreditur)) setiap kelebihan (mengatakan seperti menerima 



93 

 

hadiahnya) yaitu karena sesungguhnya kreditur tidak dibenci/makruh menerima 

hadiah dari peminjam (debitur). Demikan dijelaskan dalam kitab an-Nihayah 

seperti pendapat Imam al-Mawardi mengajak mereka sebelum pokoknya 

dikembalikan. (pernyataan:  bahkan dalam barang ribawi) sangat tidak 

membenci ada yang tidak membenci mengambil kelebihan Jika pinjaman 

ditandatangani dalam riba, seperti uang tunai (mengatakan bahwa pemberi 

pinjaman memiliki kelebihan, dll.) 

)نىله وأما الهسض بؼسط إُ(ر مدترش نىله بلا ػسط في الػهد )نىله حس هكؼ 

لمهسض( أي وخده أو مؼ مهترض يما في النهاًت نىله قكاطد ناُ ع غ ومػلىم أن 

صلب الػهد أما لى جىاقها غلى ذلَ ولم ًهؼ  مدل الكظاد خُث ونؼ الؼسط في

  32ػسط في الػهد قلا قظاد اهـ. اهـ

Artinya: (pernyataan: dan adapaun al-Qardh dengan syarat…), ini dimaksudkan 

bahwa untuk menjaga masuknya definisi selain dengan syarat dalam akad. 

(pernyataan: membawa kemanfaatan bagi kreditur), maksudnya adalah baik 

diberikan kepada si kreditur secara personal atau bersama dengan debitur 

sebagaimana di sebutkan dalam kitab Nihayah, maka pernyataan maka fasid 

(sebuah akad) manakala syarat tersebut disebutkan di saat akad. Sedangkan 

apabila syarat tersebut tidak disebutkan dalam akad, maka akad tersebut tidak 

fasad. 

وأما الهسض بؼسط حس هكؼ لمهسض قكاطد لخبر ًل نسض حس مىكػت قهى زبا 

وحبر ضػكه مجيء مػىاه غً حمؼ مً الصحابت ومىه الهسض لمً ٌظخأحس ملٌه 

لَ ػسظا إذ هى خُيئر خسام أي مثلا بأيثر مً نُمخه لأحل الهسض إن ونؼ ذ

                                                             
32

 ad-Dimyathi, Jilid 3, h. 53. 
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)نىله حس هكؼ  إحماغا وإلا يسه غىدها وخسام زم يثحر مً الػلماء ناله الظبٍي

لمهسض( أي وخده أو مؼ مهترض يما في النهاًت )نىله قكاطد( ناُ ع غ ومػلىم أن 

أما لى جىاقها غلى ذلَ ولم ًهؼ  ونؼ الؼسط في صلب الػهدمدل الكظاد خُث 

 33ظاد. اهـ ػسط في الػهد قلا ق

Artinya: Adapun hutang dengan syarat yang memberi manfaat bagi pemberi 

hutang (kreditur) adalah syarat yang fasid, berdasarkan hadis, bahwa setiap utang 

yang mengharuskan debiturnya memberi manfaat kepada kreditur adalah tindakan 

riba. Sebagaimana misalnya memberi utang kepada orang yang mengambil upah 

kepadanya dengan pemberian tambahan pekerjaan karena tempo 

penghutangannya tersebut. Apabila syarat tersebut diucapkan manakala akad 

hutang piutang tersebut maka transaksi tersebut adalah haram secara ijmak ulama, 

apabila tidak diucapkan disaat akad maka hukumnya makruh. Sedangkan menurut 

kami, tetap dihukumkan haram, demikian juga menurut pendapat kebanyakan 

ulama, demikian as-Subki menjelaskan. Penjelasannya adalah kapan syarat 

“memberi manfaat” tersebut menjadikan transaksi tersebut menjadi riba? Adalah 

apabila syarat tersebut diucapkan pada saat akad, sedangkan apabila tidak 

diucapkan didiamkan saja, maka tidak jatuh sebagai syarat dalam akad maka tidak 

disebut akad yang fasad.
34
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 Ibid. 
34

 Akad menjadi fasad apabila dalam akad disyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan 

nash Alquran dan Hadits. Sebagaimana dalam hadis nabi disebutkan bahwa: 

ثقَُ  ًْ أَ ًَ ِ أحََقُّ  ٌَ ببَطِمٌ شَشْطُ اللََّّ ِ، فيَُ ٍْظَ فًِ كِتبَةِ اللََّّ ٍِ اشْتشََطَ شَشْطًب نَ  يَ

Lihat Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Al-Jamiu as-Shohih Al-Musnad 

Bin Hadis Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanuhu Wa Ayyaamuhu, vol. 4 (Mesir: 

al-Math'baah as-Salafiah wa Maktabuha, 1400 H), Jilid 3, h. 151. Lihat juga as-Sijistani, Jilid 4, h. 

21.  

ٌِ اشْتشََطَ يِبئتََ ششَْطٍ  إِ ًَ ٍْظَ نَوُ،  ِ فهََ ٍْظَ فًِ كِتبَةِ اللََّّ ٍِ اشْتشََطَ شَشْطًب نَ  يَ

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Beirut: Dâr al-Fikr: 

2004), Jilid 3, h. 198. Abd al-Rahman Ahmad bin Syu‟aîb bin „Ali al-Khurâsanî al-Nasâi, Al-
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الؼاقعي ان مجسد الٌخابت في طائس الػهىد والإزبازاث  )مظئلت ب ( مرهب 

والإوؼائاث لِع بحجت ػسغُت قهد ذيس الأئمت ان الٌخابت يىاًت قخىػهد بها 

 الىصُت مؼ الىُت ولى مً هاظو ولا بد مً الإغتراف بها ٌػني الىُت مىه أو مً واززه

35 ٌم . اهوخُيئر قمجسد زغ المُذ بىدى هرز وظلام ووصُت لا ًترجب غلُه خ
 

Artinya: dalam mazhab Syafii tulisan tentang akad/kontrak dan perjanjian-

perjanjian tidaklah termasuk hujah syari‟iah sebagaimana telah disebutkan oleh 

para ulama bahwa sesungguhnya tulisan adalah kinayah maka tergantung 

hubunganntya dengan niat, meskipun orang yang mengucapkannya dan pasti 

mengetahui niat dari akad tersebut, demikian pulan pada hokum nadz, talak, 

wasiat tidak tersusun hokum atasnya. 

Hukum meminjam uang di bank secara agama memang bertentangan 

dengan syariat kecuali bila tidak disebutkan adanya bunga dalam aqad meskipun 

itu tidak ada ijab qabul antara pihak Bank dan peminjam. Namun keberadaan 

Bank yang diperlakukan dalam rangka membangun taraf kehidupan masyarakat 

memang masih teramat diperlukan. Untuk menghindari terjadinya ribawi dalam 

perbankan terdapat beberapa solusi secara fiqh:  

1. Menghindari terjadi bunga dalam akad 

2. Jikalau memungkinkan jalani akad dengan dua majlis 

3. Bunga dijanjikan dengan cara nadzar atau hibah atau lainnya. 

                                                                                                                                                                       
Mujtaba Min as-Sunan=as-Sunan Al-Sughra Li an-Nasai (Halb: Maktabah al-Mathbu‟ât al-

Islâmîah: 1986), Jilid 7, h. 305. 
35

 Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar ba Alawi, Bughyatu Al-

Mustarsyidin (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 186. 
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ندزا أو صكت والأحىد في  ) و ( حاش لمهسض ) هكؼ ( ًصل له مً مهترض يسد الصائد 

السديء ) بلا ػسط ( في الػهد بل ٌظً ذلَ لمهترض لهىله صلى الله عليه وسلم إن زُازيم أخظىٌم 

 نضاء ولا ًٌسه للمهسض أزره يهبىُ هدًخه ولى في السبىي 

والأوحه أن المهسض ًملَ الصائد مً ؾحر لكظ لأهه ونؼ جبػا وأًضا قهى ٌؼبه 

دقؼ أيثر مما غلُه وادعى أهه إهما دقؼ ذلَ ظىا أهه الري  الهدًت وأن المهترض إذا

أي لا ًٌسه أزر  ) نىله ولى في السبىي ( ؾاًت لػدم الٌساهت غلُه خلل وزحؼ قُه

اًلىهد ) نىله والأوحه أن المهسض ًملَ الصائد إلخ  الصائد ولى ونؼ الهسض في السبىي 

أًن انترض دزاهم قسدها ومػها  اًن مخمحزا  ) نىله مً ؾحر لكظ  هدى طمً( أي ولى 

 ُ ) نىله لأهه ونؼ جبػا ( غلت لٍىن الصائد ًملَ مً ؾحر لكظ أي  ( أي إًجاب ونبى

) ونىله  ) نىله وأًضا قهى ( أي الصائد وإهما ًملَ يرلَ لأهه جابؼ للش يء المهترض

 ٌؼبه الهدًت ( أي وهي جملَ مً ؾحر لكظ
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دْسُمُ إن َُ سْطِ ، قَ  الؼه

َ
ت
َ
زِل
ْ
ُُ مَج زه

َ
ج ًُ هَلْ 

َ
رَضَ ، ق

َ
ت
ْ
ا ان دَ مِمه شٍَْ

َ
رِضِ بِسَدِّ أ

َ
هْت
ُ ْ
 الم

ُ
غَادَة

. 
َ

هُمَا : لا صَحُّ
َ
  36وَحْهَانِ ، أ

Artinya: Pembahasan yang ketika pemberian bunga tersebut sudah menjadi adat di 

dalam masyarakat, apakah adat tersebut dapat dikategorikan sebagai syarat 

ataukah tidak? Dalam permasalahan ini, ada beberapa pendapat, diantaranya 

adalah: seandainya telah berlaku adat di sebuah kaum bahwa harus memotong 

anggur mentah sebelum masak, maka apakah syarat tersebut menempati konsep 

syarat sampai kepada keabsahan jual beli tanpa syarat memotongnya. Ada dua 

                                                             
36

 Al-Imâm al-Jalalu ad-Diin Abd a-Rahman as-Suyuthi, Al-Asybâh Wa Al-Nazhâ‟ir Fî 

Qawâ‟id Wa Furû‟ Fiqh Al-Syar‟îyyah (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah: 1998), Jilid 1, h. 75. 
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pendapat, yang lebih shohih adalah tidak (tidak menjadi syarat), namun imam al-

Qaffal berpendapat bahwa hal tersebut termasuk syarat. Dan sebagiannya adalah 

apabila terjadi dalam masyarakat sudah menjadi adat bahwa bolehnya 

mendapatkan manfaat atas barang gadai bagi penerima gadai, apakah hal tersebut 

menempati syarat sehingga dapat berimplikasi terhadap merusak akad gadai. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak menjadi syarat, tetapi al-Qaffal 

mengatakan menjadi syarat. Demikian juga, contoh lainnya adalah seandainya 

berlaku adat bahwa debitur harus mengembalikan pinjaman kepada kreditur 

dengan tambahan (bunga), apakah hal tersebut menjadi syarat atau tidak yang 

menjadikan potensi akad hutang piutang tersebut menjadi haram. Disini ada dua 

pendapat, tetapi yang paling sahih adalah tidak menjadi syarat. 

م ٌػغ لم ًهسضه مظألت: اغعاء السبىي غىد الانتراض ولى للضسوزة بدُث اهه لى ل

و الىرز او ؾحره مً الاطباب  و الى خل اغعاء الصائد بعسٍ لا ًدقؼ الازم اذ له ظسٍ

 37المملٌت لا طُما اذا نلىا بالمػخمد ان الىرز لا ًدخاج الى الهبىُ لكظا

Artinya: Pemberian yang bersifat ribawi pada muamalah hutang piutang 

meskipun dalam keadaan dharurat dengan catatan bahwa tidak diberikan 

pinjaman/hutang apabila tidak mau memberikan riba, maka si debitur (peminjam) 

tidak dianggap berdosa pada keadaan tersebut, dengan trik bahwa dia 

menghalalkan perbuatan memberikan riba kepada kreditur (yang punya uang 

untuk dihutangkan) dengan cara menadzarkannya atau sighat lain yang 

menunjukkan pemindahan kepemilikan kepada kreditur. Bahkan kami 

                                                             
37

 Alawi, h. 129. 
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berpendapat, bahwa trik dengan nadzar (lebih baik), karena nadzar tidak 

memerlukan qabul (lafazh/kalimat menerima dari kreditur). 

Muhammad Nafi dalam bukunya menyebutkan bahwa demikian pula 

dalam permasalahan pilihan seorang muslim apakah dia akan ke perbankan 

konvensional ataukah perbankan syariah untuk mendapatkan dana untuk 

memenuhi hajatnya (baik yang bersifat dharurat maupun yang bersifat skunder).
38

 

Nafi mengambil sebuah fatwa pada sebuah kitab yang berjudul Maushû‟ah 

Fatâwa al-Mu‟âmalat al-Mâliah li al-Masharif wa al-Muasasah al-Mâliah al-

Islâmiyah tentang kebolehan meminjam uang dari perbankan konvensional yang 

berbasis ribawi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat dharurat. Fatwa ini 

dikeluarkan oleh al-Mufti Fadhilat Ahmad Thayyib
39

 dari Dar al-Ifta al-

Mishriyyah, fatwa tersebut berbunyi: 

اًهذ هىاى ضسوزة جدغى لأزر هرا الهسض و لا  الهسض بكائدة مدسم ػسغا الا اذا 

ًجد مً ًهسضه نسضا خظىا قكى هرا الحالت لا ماوؼ مً الإنتراض بكائدة إغمالا  

 40بالهائدة الؼسغُت ))الضسوزاث جبُذ المحظىزاث((

Artinya: Hutang dengan adanya bunga uang adalah haram secara syariat, kecuali 

disana ditemukan ada kondisi darurat yang membuat seseorang tersebut berhutang 

                                                             
38

 Muhammad Nafi, Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif 

Maqashid Syariah (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), h. 380. 
39

 Beliau adalah Imâm agung Syaikh al-Azhar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin 

Thayyib. Lahir pada tanggal 3 Shafar 1365 H, bertepatan dengan tanggal 6 Januari 1946 M di 

sebuah daerah di provinsi Qina, Mesir sebelah selatan. Beliau lahir Dâri sebuah keluarga yang 

memiliki nasab yang bersambung kepada Imâm Hasan bin Ali bin Abi Thalib Kw. Sejak kecil 

beliau gemar menghadiri majelis perdamaian antar suku yang diadakan oleh kakeknya Syaikh 

Ahmad Thayyib dan ayahnya Syaikh Muhammad Thayyib, bahkan beliau pun tetap mengikuti 

majelis itu ketika telah menjadi Syaikh al-Azhar saat pulang ke kampung halamannya.  
40

 Ali Jumaah Muhammad and dkk, Maushu‟ah Fatawa Al-Muamalat Al-Maliah Li Al-

Masharif Wa Al-Muasasah Al-Maliah Al-Islamiyah (Mesir: Dâr as-Salâm, 2010), jilid 14, bagian 

al-Qardh dan Gharama al-Takhiir, h. 213. 
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dan mengambil resiko membayar bunga uang tersebut, dan dia sudah berusaha 

mencari orang yang bersedia menghutanginya dan tidak mendapatkan orang yang 

mau menghutanginya dengan qardhan hasanah. Dengan alasan ini tidak ada 

larangan untuk berhutang meskipun dengan memberikan kelebihan, sebagai 

pengamalan atas kaidah syariah (ad-dharuratu tubihu al-mahzhurat). 

مً المهسز ػسغا أن الهسض بكائدة خسام ػسغا, لأن ًل نسض حس هكػا قهى زبا. و 

لًٌ ًجىش الإنتراض بكائدة فى خالت الضسوزاث غملا بالهائدة الؼسغُت 

))الضسوزاث جبُذ المحظىزاث((. و مً الضسوزاث جصوٍج البىاث و الحصىُ غلى 

ىب لمً لا ًىاطبه اطخػماُ المىص ىلاث المالُه, و لًٌ لا ٌػد مظًٌ و طُازة السً

الحج مً الضسوزاث التى جبُذ الإنتراض بكائدة, و غلُه لا ًجىش أن ًهترض بكائدة 

ضت الحج, لأنها حظهغ فى خالت غدم الاطخعاغت الـمالُت.  41لخؤدي قسٍ

Nafi menukil fatwa tersebut bukan bermaksud untuk membawa ke 

persoalan khilafiah antara halal haramnya riba pada perbankan konvensional, 

namun penulis ingin menganilis dari sisi permasalahan dharuratnya suatu 

permasalahan. Bila Ahmad Thayyib memasukan mengawinkan anak perempuan, 

memiliki rumah dan kendaraan sebagai bagian dari darurat.
42

 Kaidah fikih: 

ظَؼَ ضَامَ 
ه
ا اِح

َ
ظَؼَ وَ اِذ

ه
مْسُ اِح

َ
ا ضَامَ الا

َ
 اِذ

Artinya: “Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan 

apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit” 
 

                                                             
41

 Ali Jumaah Muhammad, dkk, Maushu‟ah Fatawa al-Muamalat al-Maliah li al-

Masharif wa al-Muasasah al-Maliah al-Islamiyah, …h. 215. Lihat pula fatwa selanjutnya nomor 

1758 tahun 2003 yang diberikan oleh Ali Jumah tentang pembelian rumah dengan berhutang Dâri 

bank ribawi. 
42

 Lihat kembali kaidah fîkih yang berarti: 1) sesuatu yang tidak bisa dikerjakan 

semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya, 2) apabila terkumpul dua dharurat/mafsadat, maka 

dipilih mafsadat yang paling ringan, 3) Dârurat membolehkan sesuatu yang dilarang, 4) keadaan 

Dârurat harus dihilangkan, 5) kadang kala hajat bisa menempati kedudukan Dârurat (dalam hal 

kebolehan melakukan yang dilarang), dll. 
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Meskipun pada pernyataannya, Ahmad Makky menyatan bahwa 

seandainya bank konvensional itu ternyata menjalankan atau melakukan riba 

sebagaimana yang disebut oleh Alquran dan Sunnah, maka bank konvensional 

tersebut adalah haram. Ketika menyanggah pernyataan Abdul Azis Al-Hamdani 

tentang bahwa haram hukumnya bekerja di bank konvensional, sebelum 

menimpakan azabnya, Ahmad Makky menyatakan bahwa pertanyaan al-hamdani 

tersebut merupakan pendapat yang sesat dan tanpa alasan yang benar. Ahmad 

Makki memberikan argument untuk kembali meneliti kedua puluh pertanyaan 

yang dia susun untuk menghukum bunga bank tersebut. 

Ahmad Makky membedakan bunga bank bukan bunga nasiah, tetapi 

bunga pinjaman, sedangkan pinjaman hanya terjadi untuk praktik transaksi qiradh. 

Karena bunga uang. Karena bunga pinjaman bunga uang bukan bunga uang, dan 

bunga pinjaman tidak memiliki ta‟rif atau definisi yang sama dengan definisi riba, 

maka menyamakan bunga bank dengan riba, dan kemudian menyamakan 

hukumnya yaitu haram, adalah sebuah tindakan semena-mena.  

Ahmad Makki menanggapi fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang 

menegaskan bahwa praktik bunga uang yang digunakan di bank itu adalah riba 

yang berlaku di zaman Rasulullah. Fatwa tersebut dianggap keliru karena 

beberapa pertimbangan: 1) telah menetapkan bahwa adanya praktik bunga uang di 

bank konvensional, padahal di bank konvensional tersebut tidak ditemukan 

adanya muamalah qardh. 2) MUI dinilai salah menerapkan ayat yang bukan pada 

tempatnya untuk digunakan istidlal dalam masalah bunga bank ini. MUI 

menggunakan ayat wa man „aad faulaika ashabunnaar hum fiha khalidun. Yang 
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menurut Ahmad Makky ayat tersebut ditujukan bagi orang-orang yang 

menghalalkan riba jahiliyah, namun oleh MUI digunakan untuk orang yang 

melakukan kerjasama qiradh di bank konvensional. Seakan mengatakan bahwa 

orang yang berhubungan dengan bank konvensional akan kekal di neraka dan 

lebih buruk dari berzina. 

Ahmad Makki dalam pendapatnya sering kali membawa nama Dar al-Ifta 

Mesir yang dihadiri oleh 14 ulama dari 4 mazhab ditambah pula dengan 

menghadirkan pengelola bank ahli, dan mengklaim bahwa 75% (9 ulama), 

menyatakan kehalalan bunga bank, yang menggunakan dalil sama dengan yang 

Ahmad Makky gunakan. Penulis mencari di website Dar Al-Ifta Al-Misriyah 

untuk menelusuri apakah fatwa tersebut sudah berubah atau masih tetap sama 

seperti yang dipegangi oleh Ahmad Makky. 

 هل قىائد البىىى خلاُ أو خسام؟ وهل الخػامل مػها قُه ػبهت أم لا؟ 
 

  الأطخاذ الديخىز / ػىقي إبساهُم غلام :الجىاب 

لِ في جصىٍسها وجٌُُكها بحن الػلماء 
َ
خخَل

ُ
مُىزِ الم

ُ
قىائدُ البىىىِ ودقاجسِ الخىقحرِ مًِ الأ

ػاصِسًٍِ، والري اطخهسث غلُه الكخىي أن الإًداع في البىىى ودقاجس الخىقحر 
ُ
الم

لوهدىها هى  التي ججس الىكؼ المحسم،  لا الهسوضالمظخددزت  مً باب غهىد الخمىٍ

با، والري غلُه الخدهُو والػمل حىاش اطخددار غهىد حدًدة ولا غلانت لها بالس 

 88إذا زلذ مً الؿسز والضسز، وهرا ما حسي غلُه ناهىن البىىى المصسي زنم 

م، وخٌم الحايم ًسقؼ 2004م، ولائدخه الخىكُرًت الصادزة غام 2003لظىت 

غً  الخلاف، قلِظذ الأزباح خسامًا؛ لأنها لِظذ قىائد نسوض، وإهما هي غبازة

لُت هاججت غً غهىد جدهو مصالح أظساقها، ولرلَ ًجىش أزرها ػسغًا  .أزباح جمىٍ
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 43 .والله طبداهه وحػالى أغلم
Dari simpulan tersebut, memang dar al-Ifta al-Mishriah memiliki prinsip 

yang tetap sejak dahulu, karena bagi mereka bunga bank tidak diharamkan karena 

tidak dikategorikan sebagai bunga uang akibat hutang piutang. Karena bunga yang 

dikenakan dan diberikan tersebut adalah bagian dari keuntungan dari muamalah 

yang dilakukan oleh bank dan nasabah atau pengusaha, maka secara syara‟ boleh 

mengambil bunga tersebut. 

Selanjutnya pada fatwa yang lain,  

 ما خٌم وضؼ الماُ في البىَ وأزر الكىائد؟ 
 

 الكخاوي الإلٌتروهُت  :الجىاب 

ولا خسج قُه، قالبىَ: مؤطظت  وضؼ الماُ في البىَ وأزر الكىائد غلُه أمس حائص 

 ً وطُعت نامذ للخىقُو بحن الـمُىدِغِحن الرًً لديهم قائض ادزازي، والمظدثمسٍ

الرًً لديهم خاحت لخلَ المدزساث، غلى أن جخلهى جلَ المؤطظت أمىاُ الـمُىدِغِحن، 

ً ًخم جىشَػه بحن  ً مهابل مبلـ مالي جأزره مً المظدثمسٍ وجدقػها للمظدثمسٍ

 بحن المىدغحنالبىَ، و 

والمػاملت بحن البىَ والـمىدع والمظدثمس حػد مً نبُل الاطدثماز، قُجىش للمظلم 

جىش له أزر  ىدِعَ هره الأمىاُ التي ٌظدثمسها له البىَ في جـمىٍل مؼسوغاجه، وٍ ًُ أن 

اًن مُـدددًاالػائد الاطدثمازي غً هرا المبلـ  ، وزباث الػائد إهما هى لخعىز وإن 

ل، يما غلىم المحاطب ت، واطخهساز وظب الأزباح في الىظام البىٍي غلى المدي العىٍ

ًجىش للبىَ أن ًأزر يرلَ الػائد الـمخكو غلُه مؼ أصحاب المؼسوغاث التي نام 

 .البىَ بخمىٍلها، قهره المػاملت هي غهد جمىٍل حدًد ولِظذ مً السبا المحسم ػسغًا

                                                             
43

 http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14096 



103 

 

 44.والله طبداهه وحػالى أغلم
Menurut dar al-Ifta, menabung uang di bank dan mendapatkan kelebihan 

atau bunga dari bank diperbolehkan secara syara‟. Bahkan meskipun kelebihan 

yang mesti dibayar tersebut sudah ditentukan, karena bunga yang berlaku di 

dalam sebuah bank telah dipelajari dengan cermat lantas dituangkan dalam sebuah 

regulasi negara yang mengatur tentang bunga tersebut.  

Para penggiat ekonomi Syariah, membantah keras bahwa ada khilaf dan 

ikhtilaf dalam persoalan bunga bank. Seperti yang diungkapkan oleh Agustianto 

Mingka
45

 dengan menukil pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Ali Ash-Shobuni 

yang menyatakan bahwa telah ijma‟ seluruh ulama tentang keharaman bunga 

bank. Kelompok ini menyatakan bahwa ulama-ulama yang menyatakan kehalalan 

bunga bank adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas menjelaskan dan 

menfatwakan, karena tidak memahami dunia perbankan.  

                                                             
44

 http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14097, nomor fatwa 3608 tanggal 24 

Oktober 2017. Diakses tanggal 23 November 2019. 
45

 http://www.agustiantocentre.com/?p=369. Bahkan dalam tulisannya Agustianto 

menyatakan bahwa bunga bank yang berlaku saat ini yang dilakukan oleh bank konvensional 

identic dengan riba bahkan lebih zhalim. Menurutnya tidak ada ikhtilaf di dalam penghukuman 

keharaman bunga bank. Karena fatwa keharaman bunga bank dilakukan dari penelitian mendalam 

dan didukung oleh tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang ekonomi dan fikih tentunya. 1. Prof. Dr. 

Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, 2.  Prof. Dr. Muhammad Abdul Mannan, MA, 3. Prof. Dr. 

M. Umer Chapra, 4. Prof. Dr. Masudul Alam Khudary, 5. Prof. Dr. Monzer Kahf, 6. Prof. Dr. M. 

Akram Khan, 7. Prof. Dr. Kursyid Ahmad, 8. Prof. Dr. Dhiauddin Ahmad, 9. Prof. Dr. Muhammad 

Muslehuddin, 10. Prof. Dr. Afzalur Rahman, 11. Prof. Dr. Munawar  Iqbal Quraisy, 12. Prof. Dr. 

Hasanuz Zaman, 13. Prof. Dr. M. Sudin Haroen, 14. M. Fahim Khan.15. Prof. Dr. Volker Ninhaus, 

16. Dr. Mustaq Ahmad. 17. Dr. Abbas Mirakhor, 18. Ausaf Ahmad, 19. Rauf Ahmed Azhar, 20. 

Syed Nawab haidar Naqvi, 21. Baqir al-Sadr, 22. Ahmad Najjar, 23. Ahmad Shalah Janjum 

(Pakistan), 24. Muhammad Ahmad Sakr, 25. Kadim Al-Sadr, 26. Abdul Hadi Ghanameh, 27. 

Manzoor Ali, 28. Dr. Ali Ahmad Rusydi, 29. Dr. Muhammad Ariff, 30. Dr. Zubeir Hasan, 31. 

Prof. Dr. Muhammad Iqbal Anjum, 32. Prof. Dr. Mazhar Islam, 33. Dr. Fariruddin Ahmad, 34. Dr. 

Syahadat Husein 35. Dr. Badruddin (Oman) 36. Dr. Mabid Ali Al-Jarhi, 37. Prof. Dr. Anas Zarqa, 

38. Dr. Muhammad Uzei, 40. Dr. F. R Faridi, 41. Dr. Mahmud Abu Su‟ud. 42.  Dr. Ijaz Shafi 

Ghilani, 43. Dr. Sahabuddin Zain, 44. Mukhtar M. Metwally, 45. Dr. Hasan Abu Rukba, 46. 

Muhammad Hameedullah, 47. B.S Sharraf 48. Dr. Zubair Hasan, 49. Skharur Rafi Khan, 50. Prof. 

Dr. Mahmud Ahmad.  

http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14097
http://www.agustiantocentre.com/?p=369
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Pendapat mana yang sama diungkapkan oleh Ahmad Makky, yang 

menganggap ulama yang mengharamkan bunga bank sebagai ulama yang tidak 

memahami mantiq dan ushul fikih dengan baik dan benar sebelum menfatwakan 

bunga bank haram. Penulis berpendapat lain, bahwa ulama-ulama tersebut 

tentunya memiliki kapasitas untuk berfatwa, terlalu berlebihan kalau dianggap 

ulama-ulama yang mengharamkan bunga bank seakan tidak mengerti mantiq, juga 

sangat berlebihan bila ulama yang menghalalkan juga dianggap tidak menguasai 

ilmu tentang apa yang difatwakannya. Agustianto mengatakan dalam artikelnya 

bahwa ulama-ulama Indonesia yang menghalalkan bank, adalah orang-orang yang 

tidak memiliki kapasitas dalam fatwa atau komentar tentang kebolehan bunga 

bank, secara jelas dalam artikel tersebut Agustianto mencontohkan tokoh seperti 

Gus Dur, Syaharin Harahap, Syafii Maarif, Sri Mulyani. Sehingga menurutnya 

tidak bias menggugurkan klaim telah ijmak seluruh ulama tentang haramnya 

bunga bank, karena tokoh-tokoh dan ulama yang dissenting opinion tidak 

memiliki kapasitas dalam menfatwakan kehalalan bunga bank. Lebih jauh lagi, 

Agustianto mencontohkan juga tokoh ulama Mesir sekaliber Thantawi tidak 

berkapasitas dalam ilmu ekonomi moneter karena menurutnya latar belakang 

keilmuannya bukan ilmu ekonomi dan tidak mendalami ilmu ekonomi Islam. 
46

 

Pendapat ini sangat berlebihan, ketika ternyata di dalam Dar al-Ifta al-

Mishriah itu sendiri terdiri dari ulama-ulama Azhar yang tidak diragukan lagi 

keilmuannya dalam memberikan fatwa tidak terkecuali masalah bunga bank ini. 

Penulis berpendapat bahwa mengingkari perbedaan pendapat dalam masalah fikih 
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 http://www.agustiantocentre.com/?p=369. 
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adalah sikap yang tidak bijak. Karena fikih adalah hasil interprestasi manusia, 

yang kebenaran atas interprestasi itu tidak mencapai derajat qathi, namun hanya 

zhonni, sehingga yang mengklaim bunga bank adalah haram, masih mungkin 

salah dalam fatwanya. Demikian sebaliknya ulama yang menghukumkan halal 

bunga bank, mungkin saja pendapat tersebut benar, namun mengandung potensi 

salah. 

Penulis berpendapat bahwa polemic tentang bunga bank sudah sejak lama 

ada di kalangan ulama baik yang berpegang tekstual dan ulama yang berpegang 

pada kontekstual. Karena nash-nash yang digunakan untuk menetapkan hokum 

adalah ayat yang masih mujmal, tidak dijelaskan secara detail. Ulama berbeda 

pendapat, tentang dasar hokum menghukumi bunga bank ini, ada yang 

mendasarkan dengan illat hokum tentang riba, ada yang menggunakan qiyas untuk 

membandingkan bunga bank dengan riba.  

Penelitian Nurhadi menjelaskan tentang bagaimana “perang” idea para 

ulama neo-revivalisme dan modernis. Neo-revivalisme merupakan gerakan yang 

merelevansikan ajaran Islam dalam segala kehidupan, seakan ingin membuktikan 

bahwa Islam itu lebih tinggi dan universitas dari ajaran Barat. Mereka 

memandang bahwa Islam mesti menolak terhadap faham sekularisme yang 

melanda dunia Islam. Neo-revivalisme cenderung memusuhi materialistic dan 

menolah peradaban barat tersebut, dan bergerak untuk menjadikan Islam sebagai 

pegangan hidup, sehingga penganutnya cenderung menolak kontekstualisme 



106 

 

Alquran dan hadis.
47

 Tokoh neo-revivalisme ini seperti Maududi dan Sayyid 

Qutb, Yusuf al-Qardhawi, yang mengharamkan secara tegas bunga bank dengan 

simpulan bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Pendapat mereka ini 

didukung oleh pakar ekonomi Islam yaitu Chapra yang menegaskan bahwa riba 

has the same meaning and import as interest.
48

  

Sedangkan kelompok modernis memiliki pendapat yang mendasarkan 

bahwa ijtihad penting dilakukan dalam menyegarkan pemikiran Islam dengan 

berusaha merelevansikan nilai-nilai dalam Alquran dan sunah serta 

memformulasikan dengan keadaan hokum di zaman kontemporer dan modern ini. 

Penulis berasumsi bahwa para modernis berpikir bahwa pintu ijtihad perlu 

dilakukan untuk menjawab permasalahan yang selalu berkembang, termasuk 

dengan persoalan bunga bank ini. 
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Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, dapat berupa perubahan 

tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lainnya. Menurut para ahli linguistic 

dan sematik, bahasa akan mengalami perubahan sehingga diperlukan usaha atau 

ijtihad. Tentu kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang 

dikeluarkan oleh seorang mufti. Namun, ini berarti bahwa hukum tidak akan 

berubah begitu saja, tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber 

utama hukum Islam yaitu Alquran dan Sunnah. Sejarah mencatat bahwa ijtihad 

telah dilaksanakan dari masa ke masa.
49

  

Dalam nalar filasaf ilmu pengetahuan, modernitas adalah era kepercayaan 

kepada kemajuan, yang sejajar dengan kepercayaan kepada nilai dan hal baru 

(lantaran yang baru diganjar dengan nilai yang lebih besar ketimbang yang tidak 

baru). Perubahan karakter masyarakat dari masyarakat agraris ke masyarakat 

industri memiliki dampak tersendiri terhadap cara pandang (paradigma), life style 

dan kebutuhan sehingga memiliki imbas tersendiri terhadap prilaku beragama. 

Sebagai sebuah sistem pengembangan dan pembangunan modernitas adalah 

upaya menambah kemampuan suatu sistem sosial untuk menanggulangi 

tantangan-tantangan serta persoalanpersoalan baru yang dihadapinya, dengan 

menggunakan secara rasional ilmu dan tekhnologi dengan segala sumber 

kemampuannya.
50

 

Ada ungkapan yang sering dijadikan landasan bahwa ijtihad dalam masa 

ini masih harus berlangsung dan tidak boleh kosong dari ijtihad. Ibnu Qayyim al-
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Jauziyah, mengemukakan sebuah kaidah yang seringkali dipakai sebagai dalil 

pembaharuan hukum Islam. Kaidah tersebut diadopsi oleh banyak ahli hukum 

Islam sekarang ini. 

حُّ 
َ
ؿ
َ
قِهَا بِدَظَبِ ح

َ
خِلا

ْ
كَخْىَي، وَاز

ْ
حرِ ال ُِ

ْ
ؿ
َ
اثِ فِي ح هُ ُِ وَالىِّ خْىَا

َ ْ
ىَتِ وَالأ ٌِ مْ

َ ْ
شْمِىَتِ وَالأ

َ ْ
رِ الأ

ػَىَائِدِ 
ْ
51وَال

 

Artinya: Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, 

kondisi, niat serta adat. 

Beliau menyatakan bahwa syariah ditujukan untuk kemaslahatan umat. 

Syariat membawa keadilan, rahmat dan kemaslahatan umat, sehingga setiap 

masalah yang membawa kepada yang sebaliknya (menuju mafasadat, kekacauan), 

maka hal tersebut bukanlah tujuan dari syariah. 

لأن الىصىص مددودة ولًٌ الحىادر والىىاشُ ؾحر مددودة أو لأن الىصىص 

52جدىاهى ولًٌ الحىادر والىىاشُ لا جدىاهى
 

Artinya: “sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang 

muncul tidaklah terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti 

sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti” 

Ada anggapan bahwa hukum Islam telah sempurna dengan kodifikasi 

hukum-hukum fikih, fatwa dan pandangan hukum dari para hakim. Hal ini 

                                                             
51
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menyebabkan mandegnya keinginan untuk menggali hukum Islam. Sampai saat 

ini adagium tersebut masih berlaku di masyarakat, utamanya pada golongan 

tradisionalis. Mereka berpikir dan mempertahankan pendapatnya bahwa tidak 

perlu mengotak-atik hukum Islam yang sudah ada, karena beranggapan bahwa 

syarat mujtahid tidak bisa dikuasai oleh mereka, dan jawaban atas masalah-

masalah yang diajukan saat ini telah ada jawabannya dalam kitab-kitab fikih yang 

dikarang oleh ulama terdahulu. 

Pendapat tersebut, tidak seluruhnya benar, karena sesuai dengan teori 

ushul fikih, ijtihad hanya dapat dilakukan pada lapangan tertentu, yakni: 1) dalil-

dalil yang qathi al-wurûd tetapi zhanni dalalahnya, 2) dalil-dalil yang zhanni al-

wurûd tetapi qath‟I dalalahnya, 3) dalil-dalil yang zhanni al-wurûd dan 

dalalahnya, 4) terhadap kasus yang tidak ada dalil hukumnya.
53

 

Namun ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak boleh 

ditutup, karena telah dibuka oleh Rasulullah saw., maka tidak berhak 

seseorangpun selain beliau untuk menutupnya. Ulama-ulama khalaf inilah yang 

mencoba “membongkar” bangunan hukum Islam yang telah dianggap sempurna 

dan permanen. Membuka pintu ijtihad merupakan kelanjutan dari fase purifikasi 

karena kaum reformis yakin bahwa “penutupan pintu ijtihad” merupakan factor 

penyebab stagnasi pemikiran hukum Islam di dunia. 

Kelompok modernis ini seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said 

an-Najjar, Abd al-Mun‟im an-Namir, yang para modernis menekankan pada aspek 
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moral dalam menjelaskan dan memahami pelarangan riba dan “mengabaikan” 

aspek legal formal tentang riba. Pemahaman rasional ini terhadap 

larangan/pengharaman riba terletak kepada alasan ketidakadilan. Kelompok 

modernis ini juga mengambil dasar pendapat mereka kepada pemikiran ulama 

klasik seperti Imam al-Fakhruddin ar-Razi
54

, Ibnu al-Qayyim
55

, dan Ibnu 

Taimiyah
56

 yang mengatakan bahwa larang riba berkaitan dengan aspek moral 

yang mengacu pada praktik Islam yang terjadi pada masa pra Islam. 

Sehingga dalam pandangan penulis, bahwa istidlal Ahmad Makki adalah 

sebuah keniscayaan dalam dunia fikih Islam, karena tidak hanya Ahmad Makki 

yang memiliki pendapat bahwa bunga bank bukan riba yang diharamkan oleh 

nash Alquran dan hadis. Meskipun demikian bantahan Ahmad Makky terhadap 

ulama yang berbeda pendapat dengannya semestinya tidak dilakukan, karena 

penentuan hokum bunga bank yang mereka (ulama yang mengharamkan bunga 

bank) dengan tidak memahami ilmu mantik dan ushul fikih. Istidlal yang 
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dibangun oleh Ahmad Makki dalam menetapkan hokum bunga bank, adalah 

dengan memberikan definisi yang runut tentang riba, pembagian riba, selanjutnya 

pengertian bunga, bunga bank, bunga pinjaman, bunga uang, dan penalaran akal 

dan naql yang Ahmad Makky kemukakan, menurut penulis masih belum 

menunjukkan bahwa hal tersebut mendukung secara penuh teguhnya pendapatnya 

dalam menghalalkan bunga bank. Keteguhan pendapat bahwa tidak ada transaksi 

hutang piutang dalam perbankan syariah, yang ada qiradh (untuk kredit 

produktif)
57

, dan murabahah (kredit konsumtif). Ahmad Makky berpendapat 

bahwa kerena pinjama ini sangat diperlukan wujudnya oleh masyarakat sedangkan 

terwujudnya tidak akan terwujud kecuali dengan adanya bunga, maka bunganya 

sama diperlukan wujudnya. Karena wujudnya diperlukan (darurat), maka 

hukumnyapun diperbolehkan berdasarkan kaidah:  

 الضسوزة جبُذ المحظىزاث .1

 الػبرة فى المػاملت زغاًت المصلحت .2

58مباح ًل ما ًضساخدا الػاندًً قهى خسام و ًل ما ًىكؼ الػاندًً قهى .3
 

Dalam penerapannya, ada ulama yang tidak sependapat dengan penerapan 

kaidah ini adh-dharurat tubihu al-mazhurat secara serampangan, menurut 

pendapat yang logis memang darurat itu semestinya digunakan pada saat ada 

dugaan keras bahwa apabila tidak melakukan sesuatu yang dilarang tersebut maka 

akan menyebabkan dan membawa kepada kebinasaan. Apabila diterapkan kepada 
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pengenaan bunga bank terhadap pinjaman atau tabungan, untuk kredit produktif 

maupun yang konsumsif dari sisi mana yang menyebabkan kebinasaan bagi 

debitur dan krediturnya. Sehingga menurut penulis, bahwa teknik istidlal yang 

dikemukakan oleh Ahmad Makky masih memiliki kelemahan dalam segi 

penjelasan tentang qiradh dan hubungannya dengan kaidah darurat tersebut. 

Karena bagi Ahmad Makky bahwa bunga bank diperlukan dan menjaga 

kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga qardh dihalalkan.  

Ada ketidakkonsistenan Ahmad Makky dalam mempertahankan 

pendapatnya tentang kehalalan bunga bank, terkadang masih mengaitkan dengan 

kaidah darurat, dan terkadang menjelaskan secara yakin bahwa hubungan antara 

kreditur dan debitur tersebut adalah qiradh, dan qiradh adalah ijmak akan 

kehalalannya. Dalam kesempatan yang lain, Ahmad Makky menjelaskan bahwa 

seandainya bahwa memang terjadi hutang piutang sebagaimana yang didakwakan 

banyak orang, maka yang berdosa adalah yang meminjamkan (kreditur) bukan 

yang meminjam (debitur).  

 

 

 

 

 

 


